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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pemerintah Kota Bandung sudah berupaya menerapkan 

kebijakan-kebijakannya demi mengurangi angka kemiskinan (fakir 

miskin) di Kota Bandung dengan beberapa program bantuan, 

seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan  

(PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta pelatihan 

bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung 

terhadap penanganan fakir miskin dapat dikatakan belum cukup 

efektif, karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang 

diterapkan dengan penerapannya, yakni kurangnya pengawasan 

terhadap hal pendataan individu fakir miskin secara terperinci dan 

kurangnya pendampingan secara maksimal yang mengakibatkan 

bertambahnya kembali angka kemiskinan di tahun 2018. 

2. Faktor yang menjadi penghambat kebijakan Dinas Sosial Kota 

Bandung dalam upaya penanganan fakir miskin yaitu pertama 

faktor masyarakat, pola fikir (mindset) dan tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap kemapanan hidup yang masih rendah, 

sehingga tidak adanya keinginan yang kuat dalam diri setiap fakir 

miskin untuk hidup lebih berkembang dan mandiri. Kedua faktor 

penegak hukum, kurangnya penegakan hukum terkait 
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pendampingan dan pengawasan terhadap upaya penanganan 

fakir miskin baik dalam hal pendataan fakir miskin maupun 

pengalokasian bantuan kepada fakir miskin yang mengakibatkan 

banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Ketiga faktor 

kebudayaan, pergaulan hidup masyarakat kota Bandung saat ini 

yang dapat dikatakan kurang baik, karena banyak terdapat mulai 

dari anak sekolah dasar sampai anak remaja yang sudah 

merokok, berpacaran dan pergaulan bebas lainnya. Pergaulan 

bebas disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan 

pendampingan dari pihak keluarga dan orang tua. 

 

B. Saran 

1. Upaya penanganan fakir miskin tidak semata-mata tugas 

pemerintah saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita 

bersama. Untuk itu, harus ada upaya terpadu dari semua pihak 

seperti keluarga, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, dan pemerintah dengan bersatu padu 

mengadakan pelatihan secara konsisten untuk merubah pola fikir 

(mindset) masyarakat serta memberikan pengetahuan dan 

kesadaran akan hakikat hidup agar dapat hidup lebih berkembang 

dan mandiri tanpa menunggu pemberian bantuan dari pemerintah. 

2. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih baik agar faktor-faktor 

penghambat kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya 

penanganan fakir miskin dapat diatasi, mulai dari pengawasan 



69 
 

terhadap hal pendataan individu fakir miskin secara terperinci dan 

pendampingan dalam hal pengalokasian bantuan sampai tuntas 

kepada fakir miskin sehingga dapat terwujudnya masyarakat 

sejahtera. 
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